
BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR /y TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur
Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh
Singkil

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pernbejitukan Kabupaten Daerah Tingkat IIAceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Peineriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambagan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraluran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
*56591!*" 1--------------— — —

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pemhangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

17. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraluran Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

19. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan
(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);

21. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2021 Nomor 285);



22. Peraturan Bupati Aceh Singki Nomor 1 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Aceh
SingkilSebagai Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022
tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2022 Nomor 670);

24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2022 Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dalam Penyelengaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK,
dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan
dan kelurahan.

5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnya.

6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.



7. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam
catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan
dan beban, sebagaimana akan termuatpada laporan
keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

8. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

9. Pengimgkapan adalah laporan keuangan yang
menyajikan secara lengkapinformasi yang dibutuhkan
oleh pengguna.

10.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran pengguna barang yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertarrggungjawaban berupa laporan keuangan.

12. Persediaan adalah merupakan aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dsn/e.t»u dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai
akibal peristiwa inasa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau manfaat sosial diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh
masvnrakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

14. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan daiam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
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15. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah suatu entitas
akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset
tetap untuk dipakai dalam penyelengaraan kegiatan
pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu
jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan
pembangunannya dilakukan secara swakelola, atau
olch pihak ketiga.

16. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah.

17.Ekuiias adalah kekayaan bersih pemerintah daerah
yang merapakan antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

18. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pos yangtersajidalamlaporan keuangan
entitas menjadi sesuai dengan. yang seharusnya.

19. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yangberkaitan dengan
adanva perbedaan waktu pencatatan dan yang
belumdicatat pada transaksi berjalan atau pada periode
yang berjalan.

20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporanyang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang tnasing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalamsatu periode.

21. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
SALtahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenaiseluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban
dansurplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.
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24. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan yangmenyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dansetara kas
selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kaspada tanggal pelaporan.

25. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPK adalah laporanyang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dariekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

26. Catalan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalahlaporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinciatau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

27. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUL) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
BLUD adalah Sist.em yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

29. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil memuat:
a. gambaran umum kebijakan aJcuntansi;
b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
c. kebijakan akuntansi pendapatan;
d. kebijakan akuntansi beban dan belanja;
e. kebijakan akuntansi pembiayaan;
f. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
g. kebijakan akuntansi piutang;
h. kebijakan akuntansi persediaan;
i. kebijakan akuntansi investasi;
j. kebijakan akuntansi aset tetap;
k. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
'. kebijakan akuntansi aset lainnya;

m. kebijakan akuntansi kewajiban;
n. kebijakan akuntansi koreksi atas kesalahan; dan



o. kebijakan laporan keuangan konsolidasian.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 adalah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan
pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
beban, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan
keuangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

Pasal 5

PkBUVATIACEH SINGKIL,ÿ

'HUNIS

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal £ funi 20*3

/ypWfÿTÿ//

Diundangkan di Singkil
pada tanggal q ÿ 90ÿ__

14 rYuilasiiJak MMf-j

' AZM1

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR
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LAMP1RAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR !l{ TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

GAMEARAN UMUM KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. TUJUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam
memenuhi tujuan umum penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

B. RUANG LINGKUP
Untuk mencanai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh
pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang meliputi:
1. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
2. cntitas pelaporan kcuangan;
3. dasar hukum pelaporan keuangan;
4. asumsi dasar ;
5. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
6. kcndala infonnasi yang relevan dan andal;
7. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. jer.is laporan keuangan;
9. definisi unsur laporan keuangan;
10. pengakuan unsur laporan keuangan;
11. pengukuran unsur laporan keuangan;
12. pengungkapan lapor an keuangan.

C. FUNGSI DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
1. Fungsi Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi vang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah iBI UD) terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapafan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) , dan membantu menetukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang undangan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai kewajiban untuk
melaporkari upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu
periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabililas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
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b. Manajernen.
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu Badan Layanan Umura Daerah (BLUD)
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
per.gelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas
dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kepentingan
masyarakat.

c. Transparansi.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pcrtanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atas
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity).
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada periode
laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
dan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut
menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyajikan
informasi keuangan yang berrriurifaat bagi para pengguna laporan dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,
sosial, maupun politik dengan:
a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

cukup untuk membiayai seluiuh pengeluaran;
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
dan peraturan perundang-undangan;

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta
hasil-hasil yang telah dicapai;

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya;

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk
yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) , apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) menyediakan informasi mengenai
pendapatan, beban, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan
arus kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .

D. JENIS LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pokok terdiri
dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
c. Neraca;
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d. Laporan Arus Kas;
e. Laporan Operasional;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
merupakan laporan yang inenyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) , yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya
dalam suatu periode pelaporan,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan
tahun scbelumnya.

Neraca Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan laporan yang
menggambarkan posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode
akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
Kabupaten Pidie untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis
atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, dan laporan arus
kas, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas Laporan
Keuangan juga menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan aset
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi - transaksi dan kejadian penting lainnya.

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang seperti
Laporan Kineija Keuangan BLUD.

E. ENTITAS PELAPORAN

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan
yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan
negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dan APBD;
b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundangundangan;
c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahin}'a dan secara tidak
langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;

e. mempunyai kewenanga.n dalam pengelolaan keuangan, antara lain
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai
dengan ketentuan;

f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas

pelaporan yang membawahinya;
h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah;
i. Laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal; dan
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j. selaku penerima anggaran belanja pemerintah APBD yang
menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang
laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

F. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah,
antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengatur Keuangan Negara;

2. Undang-undang Noinor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nornor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawub Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
nomor 4 Tahun 2008);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akruai Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 23).

G. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa unit pemerintahan daerah
sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang
mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan
keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya
kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
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dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan
aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas
pokoknya. termasuk atas kehilangan atau kemsakan aset dan sumber daya
dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas,
serta terlaksana tidakpya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun dengan
asumsi bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan berlanjut
keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran dalam S&tuan Uang

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus
menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan
uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan
pengukuran dalam akuntansi.

H. KARAKTERISTIK KUAl.ITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikatakan
relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna laporan dengan membantunyamengevaluasi peristiwa
masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi
laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan
maksud penggunaannya.
Informasiyang relevan harus:
a. memiliki manfaal umpan balik, artinya bahwa laporan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memuat informasi yang
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasinya di masa lalu;

b. memiliki manfaat prediktif, artinya bahwa laporan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memuat informasi yang dapat
membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasaikan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;

c. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh
dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;

d. lengkap, artinya oahwa penyajian laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) harus memuat informasi yang selengkap
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

e. informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar
kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
harus bebas dari pcngertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi
akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasiyang andal harus memenuhi karakteristik:
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a. penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) harus memuat informasi yang menggambarkan
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan
atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) harus memuat informasi yang dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbedajauh.

c. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) harus memuat informasi yang diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak
lerLentu. lidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang
menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan
pihak lain.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuanagan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan
secara internal dapat dilakukan bila Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi
yang sama. Apabila Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan
menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami
oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu,
pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas
kegiatan dan lingkungan operasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ,
serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.

I. PR1NSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan
yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan
yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) :
1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) , adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan,
belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual
untuk pengakuan pendaptan -LO , Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
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Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiavaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, serta
belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
kas daerah. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak menggunakan
istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran
tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan
dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan di akui pada saat hak
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum
diterima direkeuing kas daerah, dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun
kas belum dikeluarkan dari rekening kas BLUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada snae terjadinya transaksi, atau pada saat lcejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) , bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas
BLUD.

2. Prinsip Harga Peroiehan
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat peroiehan.
Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan
kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .
Penggunaan nilai peroiehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,
karena nilai peroiehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip Realisasi
Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD
selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja
daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
Prinsip layak temu biaya-pendapatan tidak ditekankan dalam akuntansi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , sebagaimana dipraktekkan dalam
akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan
aspek formalitasnya maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga
kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diukur dan posisi
sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
Namun periode semesteran juga diperkenankan.
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6. Prinsip Konsislerisi
Perlakuan akunlansi yang saraa harus diterapkan pada kejadian yang
seruoa dari periode ke periode oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
(prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh teijadi
perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode
yang lama. Pengaruli dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode
ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus
menyajikan secara iengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat
ditempatkan pada Itrnbar muka (on the face) laporan keuangan atau pada
Cutatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus
menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas. dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) diperlukan ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu
diakui dengan irungungkapkan hakikat serta tingkatannya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . Pertimbangan sehat mengandung
unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi serta kcwajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Narnun
demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,
misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan
aset atau aset yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan
belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) tidak netral dan tidak handal.

J. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak
memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi
akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena
alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam
mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
1. Materialitas

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) walaupun
idealnya memuat segala informasi, namun hanya diharuskan memuat
informasi yang mernenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang
material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna
laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) .



2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , seharusnya melebihi
biaya yang diperlukan penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu,
laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak semestinya
menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan
biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat
merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga
tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakterislik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) . kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai
kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat
kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan
masalah pertimbangan profesional.

K. DEFIN1SI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-
LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan
sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas BLUD yang menambah
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , dan tidak perlu
dibayar kernbali oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .

2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas BLUD yang mengurangi
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akun diperoleh pembayarannya kernbali oleh Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) .

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan
dana bagi hasil.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kernbali yang tidak berpengaruh pada
kekayaan bersih entitas, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

LAPORAN PERUBAHAN SAL-DO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

NERACA

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas
dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan daiiniana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;



2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD);

3. Ekuitas adalnh kel.ayaan bersih Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD).

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasionaJ menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD RSUD
Kabupaten Aceh Singkil untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan dalam
satu periode pelaporan.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
1. pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. beban dari kegiatan operasional;
3. surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
4 . pos luar biasa; dan
5. surplus/defisit-LO.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
1. Penerimaan kas adaiah semua liran kas yang masuk ke kas BLUD; dan
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas BLUD.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuhas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
1. ekuitas awal;
2. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalalian mendasar, seperti:
a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang teijadi pada periode

sebelumnya;
b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4. Ekuitas akhir.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas
akuntansi.

2. penyajian informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan
pencapaian target perda apbd berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

3. penyajian ikhtisar pencapaian kinerja selama taliun pelaporan;
4. penyajian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



5. penyediaan inforrnasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

6. Menyediakan inforrnasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tida disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

L. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga
akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO dan beban
sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD1 Pengakuan diwujudkan dalam pencatatn jumlah uang
terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau
peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa
untuk diakui yahu:
1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke
dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;

2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi
kriteria pengakuan. perlti mempertimbangkan aspek materialitas.

PROBABILITAS MANFAAT EKONOMI

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam
pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau
ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . Konsep ini diperlukan untuk
menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) . Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus
manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh
pada saat penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).

KEANDALAN PENGUKURAN

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat dari
suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun
adalcalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila
pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin
dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria
pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih
peristiwa atau kejadian di masa mendatang.

PENGAKUAN ASET

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi di masa datang diperoleh oleh Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) dan mempunya nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, asset dalam bentuk piutang atau
beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas
masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih
terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
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Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau
pada saat penguasaannya bcrpindah. Aset da)am bentuk kas yang diperoleh
Badan Layanan Urnurn Daerah (BLUD) antara lain bersumber dari penerimaan
Jasa Layanan, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti
hasil pinjaman.
Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan
melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas
oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan
pengakuan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu
sejak uang diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika
pengoluarttn telah terjadl dan manfaat ekonomlnya dipandang tidak mungkin
diperoleh pemerintah sctclah pcriode akuntansi berjalan.

PENGAKUAN KEWAJ1BAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
yang mcngaudung manfaat ckonomi akan dilakukan atau telah dilakukan
untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan
andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban
timbul.

PENGAKUAN PENDAPATAN

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau
ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA menurut basis kas
diakui dalam periode tahun anggaran beijalan pada saat kas diterima di kas
daerah.

PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada
saat kas dikeluarkan dari Kas BLUD dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-
kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja
yang telah menjadi kewajiban yang sampai dengan akhir periode akuntansi
bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

M. PENGUKURAN UNSUR IAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) .

a. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah; (BLUD) rnenggunakan nilai perolehan historis.

b. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan
yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Secara rinci pengkuran Aset adalah sebagai berikut:
1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2) Investasijangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
4) Persediaan dicatat sebesar:
5) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian,
6) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
7) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan;
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8) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk
biaya tambahan lainnya yang terjadi unmk memperoleh kepemilikan
yang sah atas investasi tersebut;

9) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apbila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilaiwajar pada saat perolehan.

c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah uang yang diterima
sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

d. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan
terlebih dahulu (dengan menggunakan kurs tengah bank sentral) dan
dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

N. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Suatu entitas peiaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan seperti:

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
beroperasi;

2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

'I ACEH SINGKIL,

Y]M
ÿ MARTHONIS
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR IH TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan unium (general purpose financial statements) dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
ditujukan untuk meinenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna
laporan termusuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, kebijakan akuntansi ini rnenetapkan seluruh pertimbangan dalam
rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan,
dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun
dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan transaks;-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang
lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas Akuntansi/ pelaporan BLUD
RSUD Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan yaitu BLUD, sedangkan entitas akuntansi yaitu BLUD RSUD
Kabupaten Aceh Singkil selaku UPTD yang wajib mengkonsolidasikan
Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi vang digunakan dalam laporan keuangan BLUD yaitu
basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

B. TUJUAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN

Tujuan urnum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola,
dengan:
1. menyediakan inform,isi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas BLUD;
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2. menyediakan inforrnasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas BLUD ;

3. menyediakan inforrnasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;

4. menyediakan inforrnasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang
ditetapkan;

5. menyediakan inforrnasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. menyediakan inforrnasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan BLUD;

7. menyediakan inforrnasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga rnenyajikan inforrnasi bagi pengguna mengenai:
1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan inforrnasi
mengenai entitas pelaporan dalam hal:
1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Beianja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-I 0;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Inforrnasi daiam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan
pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan inforrnasi tambahan,
termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan
laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat daiam satu set laporan keuangan terdiri
atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial,
sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

D. STRUKTUR DAN TSI

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan BLUD
yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam
satu periode pelaporan dan rnenyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

<1



1

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/Defisit-LRA;
e. Pembiayaan; dan
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Format Laporan Realisasi Anggaran BLUD tersaji dalam Lampiran Ila.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif
dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun beijalan;
d. Koreksi kesaJahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. Lain-lain; dan
f. Saldo Anggaran Iÿebih aknir.

Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur
yang Lerdapal dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Format Laporan Saldo Anggaran Lebih BLUD tersaji dalam Lampiran IIb.

3. NERACA

Neraca menggambai kan posisi keuangan BLUD mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada tanggal tertentu. BLUD mengklasifikasikan asetnya dalam
aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan
ekuitas adalah kekavaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan
pos-pos berikut:
a. kas dan setara kas;
b. investasi jangka pendek;
c. piutang pajak dan bukan pajak;
d. persediaan;
e. investasi jangka panjang;
f. aset tetap;
g. kewajiban jangka pendek;
h. kewajiban jangka panjang; dan
i. ekuitas.
Format Neraca BLUD tersaji dalam Lampiran IIc.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b. beban dari kegiatan operasional;
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
d. pos luar biasa; dan
e. surplus/defisit LO.

Format Laporan Operasional BLUD tersaji dalam Lampiran IId.
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5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahari kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas
diklasiflkasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.

Format Laporan Arus Kas BLUD tersaji dalam Lampiran IIe.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITANS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a. elcuitas awal;
b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain

berasal dari darnpak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang teijadi pada

periode sebelumnya; dan
2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.

Format Laporan Perubahan Ekuitas BLUD dalam Lampiran IIF.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara
lain adalah:
a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
muka laporan keuangan;

f. Informssi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
lidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan;
b. Kebijakan- kebijakan akuntans' yang berkaitan dengan Standar

Akuntansi Perriennlahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh
entitas pelaporan; dan

c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan.



jan BLUD tersaji dalam Lampiran IIG.

.ÿpÿLJPÿTIACEH SINGKIL,ÿÿ

Format Catatan Atas Laporan Keu
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. DEFINISI PENDAPATAN

Dalam PP nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah Pendapatan, yakni
Pendapatan LO dan Pendapatan LRA. Pendapatan LO adalah hak BLUD yang
diakui sebagai penarnbr h rkuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA adalah semua
penerimaan pada Kas BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak
perlu dibayar keinbali oieh BLUD.

B. PENGAKUAN PENDAPATAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
atau

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized);

c. Pengakuar pendapatan - LO dilalcukan bersamaan dengan penerimaan kas
selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan
keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
1) tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak

pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2) ketidakpastian penerimaan kas relative tinggi;
3) dokumcntimbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan,

misalnya pendapatan atas jasa giro;
4) sebagian pendapatan menggunakan sistem self-assesment tidak ada

dokumen penetapan atau dibayarkan secara tunai tanpa penetapan;

5) sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang)
harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir
tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak
diperkenanKan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan
kas, karena ada resiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir
tahun.

Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas BLUD.

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah
uangyang harus diserahkan kepada BLUD. Pendapatan ini diakui pada
pendapatan LO ketika dnkumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan
untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di
muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke
depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui
sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
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Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan
terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan
pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh BLUD.

C. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto
yang berarti pencatatan akuntasinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan
mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikornpensasikan dengan
pengeluaran.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikornpensasikan dengan pengeluaran).

Dalarn hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. maka asas bruto dapat
dikecualikan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengenibalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan
sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian vang sifatnya tidak berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.

D. JENIS-JEN1S PENDAPATAN BLUD

Pendapatan BLUD bersumber dari:

a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil keijasama dengan pihak lain;
d. APBD; dan

e. Iain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang

diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat

dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai
dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras
dengan tujuan BLUD scbagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam dapat
berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.

Pendapatan BLIJD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang
berasal dari DPA APBD.
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Lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/at.au pengadaan barang dan/atau
jasa olÿh BLUD:

e. investasi; dan

f. pengembangan usaha.

R. PRNYA'IIAN
Penyajian Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dapat dilihat pada Lampiran II
B, dan II C.

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan pendapatan adalah:

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;

b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. penjelasan sebab-sebab tidak tcrcapainya target penerimaan pendapatan
daerah;

d. informasi lainnya yang dianggap pe-1"

1ACEH SINGKIL,/ÿ
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR ft] TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. DEFINISI BELANJA DAN BEBAN
Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas BLUD yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan
dipernleh kembali oleh BLUD RSUD Kabupaten Aceh Singkil . Belanja diukur
berdasarkan basis kas. Belanja merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi
Anggaran (LRA).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang nienuiunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur berdasarkan basis
akrual. Beban sebagai pembentuk Laporan Operasional (LO).

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

B. PENGAKUAN BELANJA

Belanja (SPM LS) diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas BLUD .
Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SPM UP/GU/TU)
pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

C. PENGAKUAN BEBAN

Beban diakui pada saat.

1. Timbulnya kewajiban;
Artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas BLUD .
Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis
di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset;
artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang
tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas
dalam kegiatan operasional BLUD.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan
penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan
manfaat ekonomi atau potensijasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4. Pengakuan beban pada periode berjalan di BLUD UPTD RSUD Kabupaten
Aceh Singkil yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu
pada saat diterbitnya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.
Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan
dilakukan penyesuaian.
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Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap
pengakuan beban, yaitu:
1. beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan

dokumen yang sah. missal daftar gaji,tetapi pada 31 desember belum dibayar;
2. beban barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau

peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/ jasa
atau berita acara serah terima ditandatangani tetapi pada 31 desember belum
dibayar. Dalarn hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang
belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

3. Beban penyusutan flan amortisasi diakui saat akhir tahun/ periode
akuntansi berdasarkan metode penyusustan dan amortisasi yang sudah
ditctapkan dcngan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

4. Beban penyisihan piutang diakui pada saat akhir tahun/ periode akuntansi
berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

5. beban buriga diaku. pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai
dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal
pelaporan;

6. beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban BLUD Dalam hal pada
akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan
tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima,
maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban
diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua
pendekatan yaitu:
1. Metode pendekatan Beban;

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban
jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau
konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset;

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai
persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan
dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjagajaga.

D. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Belanja diukur juinlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas
BLUD dan atau Rekening Beridahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode
pelaporan.

Pada akhir tahun anggaran, uang persediaan yang masih tersisa pada
bendahara pengeluaran, akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 10
bulan berikutnya ke rekening Kas BLUD dengan terlebih dahulu menerbitkan
spm nihil sejumlah uang persediaan yang telah dipertanggungjawabkan dalam
bulan tersebut.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang
terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja
pada periode yang sarna. Apabila ditcrima pada periode yang berikutnya,
koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

E. KLASIFIKASI BELANJA

Belanja BLUD terdiri atas:
a. belanja operasi; dan

b. belanja modal.
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Belanja operasi meneakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas
dan fungsi.
Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja
bunga dan belanja lain.
Belanja modal meneakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLUD.

Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja
gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi daN jaringan, dan belanja aset
tetap lainnya.

F. KLASIFTKASI BEBAN

Klasifikasi ekonoini untuk BLUD terdiri dari beban pegawai, beban barang,
beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi.

G. BELANJA OPERASI

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari BLUD yang
memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai,
belanja barang, bunga, subsidi.

H. PENGAKUAN BELANJA OPERASI

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari
bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU
atau SP2D Nihil.

I. PENGUKURAN BELANJA OPERASI

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azaz bruto yaitu sesuai dengan
jumlah nominal yang teicantum pada bukti pengeluaran yang sah.

J. PENYA. IIAN DAN PENGI INGKAPAN BELANJA OPERASI

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas
belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekeijakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan
jasa yang dipasarkan maupun hdak dipasarkan dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja
peijalanan. Belanja Barang meliputi belanja barang dan jasa, belanja
pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.
1. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai
keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai,
pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-
iain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non- fisik dan
secara langsung menunjang tupoksi satuan kerja perangkat daerah,
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pengadaan inventaris kantor yang tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi
minimum yang diterapkan BLUD dan pengeluaran jasa non-fisik seperti
pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2. Belanja Pemeliharaan
Merupakar: pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset
tetap at.au asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa
memperhatikan besar kecilnyajumlah belanja.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas
dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan jabatan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga atas
kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi
pinjamanjangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran vang dialokasikan kepada
perusahaan/lebaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor
barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian
sehingga harga jualnva dapat dijangkau masyarakat.

K. BELANJA MODAL

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset
lainnya yang memberi rnanfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja
modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
peralatan dan asset tak berwujud.
Suatu pengeluaran diakui sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan
berikut:
1. Pengeluaran tersebut iuengakibatkan bertambahnya asset BLUD;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization

threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama
dengan atau lebih besar dari Rp500.000,00 untuk persatuan peralatan,
mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp
20.000.000.00 untuk bangunan dan gedung;

3. Perolehan asset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual.

KONSEP HARGA PEROLEHAN

Komponen belanja modal untuk perolehan asset tetap meliputi harga beli asset
tetap ditambah semua biaya lain yang diperlukan sampai asset tetap tersebut
siap untuk digunakan rnisalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya
perjalanan, biaya konsultan perencana, biaya korisultan pengawas dan biaya
pengembangan perangkat iunak dan lain-lain biaya yang dapat diatribusikan
pada asset tetap tersebut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan asset tetap atau asset lainnya
dapat diakui sebagai belanja modal sepanjang memenuhi persayaratan berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa rnanfaat,
kapasitas, kualitas atau volume asset yang telah dimiliki;

2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization
threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama
dengan atau lebih besar dari Rp500.000,00 untuk persatuan peralatan,
mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp
20.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

JAMINAN PEMELIHARAAN

Dalam pengeluaran belanja modal pada BLUD RSUD Kabupaten Aceh Singkil ,
pembayaran kepada rekanan dilakukan sebesar 100% atau dengan pembayaran



penuh namun rekanan harus menyerahkan jaininan pemeliharaan, sehingga
tidak perlu dicatat sebagai hutang retensi dan tidak perlu dianggarkan
pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang retensi.

L. DEFINISI BEBAN OPERASI

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan
uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat
melakukan fungsinva dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban
Bungu, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban
Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Iain-lain.

M. PENGUKURAN BEBAN OPERASI

Pengulruran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul.
Beban diukur dengan nienggunakan mata uang rupiah.

N. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN OPERASI

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban
Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban
Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban
Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul.
Beban diukur dengan nienggunakan mata uang rupiah.

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban
Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

O. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam laporan Operasional, sedangkan Belanja disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran. Terlampir pada Lampiran IIB dan IIC.

P. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan beban adalah:
1. rincian beban per RLIJD dan SKPD;
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan

lembar muka;
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

fi. BUPAJTI ACEH SINGKIL,/ÿ-

MARTHUNIS
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR \U TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. DEFINIS1PEMBIAYAAN

pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalain penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil
divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B. PENGAKUAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas BLUD.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
BLUD.

C. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas
yang dikeluarkan atau vang akan dikeluarkan.
Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal
transaksi pembiayaan.

D. KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.
1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD
antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas BLUD
antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalarn periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan
dana cadangan.

E. PENYAJIAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah
disajikan dalam laporan realisasi anggaran (terlampir pada Lampiran IIC).

F. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan
pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

J



1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian
pinjaman, pembenmkan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah
yang dipisahkan; dan

3. informasi lainnya yang diangggap perlu.

VTI AÿEH SINGKILyÿ_
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR Of TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFENISLASETLANCAR

1. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan aiau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
(duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. (PSAP 01 paragraf 54 dan 55).

2. Aset lancer meliputi kus dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan.

B. PENGUKURAN DAN AK' 'NTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kasdan setara kas diukur dicatat sebesar nilai nominal.Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta
asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca (PSAP 01 paragraf 69 dan IPSAP 01).

C. KLASIFIKASI KAS DAN SETARA KAS

Kasdan setara kas pada BLUD mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan
dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
Kas dan setarakas yang yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara
Penerimaan dan Pengeluaran BLUD terdiri dari:

1. Saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, yaitu
saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung |)enerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran
BLUD; dan

2. Setarakas, anlaru lain berupa sura tutang negara (SUN)/ obligasi dan
deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BLUD.

D. KAS

Kas terdiri dari :
1. Kas di Bendahara Pengeluaran;

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, nembayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja blud rangka
pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Pasal 1
angka 23 PP No. 5ts Tahun 2005 dan IPSAP 02).

2. Kas di Bendahara Penerimaan;
Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalamrang
kapelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Pasal 1
angka 22 PP No. 58 Tahun 2005 dan IPSAP 02).



3. Kas BLUD.

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit keijapada SKPD di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakatberupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

E. SETARA KAS

Setarakasterdiridari:
1. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga)

bulan.

F. PENGUKURAN KAS DAN SETARA KÿS

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar mlai nominal.Nilai nominal
artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk
valut aasing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.(PSAP 01 paragraf 69 dan IPSAP 01).

G. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan
keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan
bukan merupakanbagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris pada Laporan Arus Kas.

H. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK) selcurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Rincian dan nilai kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan

keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

HUNIS

EH SINGKILÿ» /(*

,
smG "



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR IH TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. DEFINISI PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD dan/atau hak
BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang
sah.

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi BLUD , baik dari sudut
pandang pctensi keirianfaatannya maupun dari sudut pandang
akuntabilitasnya. Sernua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset
yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan,
pengukuran maupun pengungkapannya.
Denyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari
seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang
tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode
anggaran sesuai perkemhangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung
berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari
debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang
mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

B. PENGAKUAN PIUTANG

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat
ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:
1 . diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
4. piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul

klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada
entitas, yaitu pada saat:
a. terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b. terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum

dilunasi.

C. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang secara urnum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah
piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
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D. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua
cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan
dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan
secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan
proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari
intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat
dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Tujuan hapus buku adalah menanipilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas
yang lebih tepat Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus
kegiatan penagihan piulang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus bukukan.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang
berutang.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di
kemudian hari diierima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut
dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan
perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan,
tergantung dari jenis piutang.

E. PENILAIAN

Piucang disajikan sebesa'- nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value) .
Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal
piutang dengan penyisihan piutang.
Penggolongan kualilas piulang merupakan salah satu dasar untuk menentukan
besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya
penagihan yang dilakukan oleh BLUD.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas
piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi
sebagai berilrut:
1. Kualitas Piutang Lanear;
2. Kualitas Piuiang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang BLUD, dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, tunggakan piutang lebih kecil dari setahun atau 0 sampai

dengan 12 buian;
2. Kualitas Kurang Lancar, tunggakan lebih besar atau sama dengan satu (1)

tahun dan lebih kecil dari dua (2) tahun;
3. Kualitas Diragukan, apabila tunggakan lebih besar atau sama dengan dua

(2) tahun atau lebih kecil dari empat (4) tahun; dan

4. Kualitas Macet, apabila tunggakan lebih besar atau sama dengan lima
tahun.
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F. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BLUD, ditetapkan sebesar:
1. 0,5% (nol persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas lcurang lancar

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

G. PENYAJIAN PIUTANG

Piutang disajrkan dalurn Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dibawah
investasi jangka pendek. Penyajiannya dapat dilihat pada Lampiran IIA.

H. KLASIFIKASI PIUTANG

Piutang dilihat dari sisi peristiwu yarrg rnenyebabkan timbulnya piutang dibagi
atas:
1. Pungutan/ jasa layanan

a. Piutang Jasa Layanan - Pasien Umum;
b. Piutang Jasa Layanan - Pasien JKN;
c. Piutang Jasa Layanan - Obat Kronis JKN;
d. Piutang Jasa Layanan - Alat Kesehatan JKN;
e. Piutang Jasa Layanan - Pasien BPJSTK;
f. Piutang Jasa Layanan - Pasien Jasa Raharja;
g. Piutang Hasil Kerjasama Operasional;
h. Piutang Hasil Pemanfaatan Ambulance;
i. Piutang Scwa Gc< lung/Ruang/ Lahan;

j. Piutang Lainnya.

2. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
a. Pemberian Pinjaman;
b. Penjualan;
c. Kemitraan; dan
d. Pemberian fasilitas.

3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri
atas:
a. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara; sebagai akibat langsung ataupun
tidak lagsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai tersebut. atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang
menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di
lingkup BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Bendahara. yang karcna lalai atau perbuatan melawan hukum
mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang-uridaiigan.
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I. PENGAKUAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI/ TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus
didukung dengan bukti Sural Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM),
yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara
damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan
bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih
menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah
terdapat surat ketetapan.

J. PENGUKURAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI/TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di
atas, dilakukan sebagai berikut:
1. Disajikansebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun

berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12
(dua belas) bulan berikutnya.

K. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan seeara memadai. Informasi mengenai akun
piutang diungkapkan seeara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Informasi dimaksud dapat berupa:
1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan

pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat

kolektibilitasnya;
3. penjelasan alas penyelesaian piutang; dan
4. jaminan atau sita juminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti

rugi/tuntutan perbendaharaanjuga harus diungkapkan piutangyang masih
dalam proses penyelesaian.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan seeara cukup dalam Catatan
atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu
diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan
tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan
penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

L. DEFINISI BEBAB DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk
membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan
hak tagih bagi BLUD.

M. PENGAKUAN

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum
menimbulkan kewajiban

N. PENGUKURAN

Pengukuran beban diabayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang
dikeluaran/ dibayarkan



O. PENGUNGKAPAN

•>
j. bup/tiaceh
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Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam
aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu
periode akuntansi. 9- ..
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR \U TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBI.JAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI PERSEDIAAN

Persediaan merupakan aset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-
barang yang dimasudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan

operasional Pemerintah Daerah;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat; dan
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintahan.

B. PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui:
a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah

Kabupaten Pidie dan mempunyai nilai uang yang dapat diukur dengan
andal;

b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola
dan dibebankan kesuatu perkiraan asset untuk kontruksi dalam
pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2. Pengakuan Beban Persediaan
Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan
asset dan pendekatan beban.
Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika
persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pendekatan asset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud
penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud
berjaga-jaga yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar.
Contohnya antara lain adalah persediaan obat , persediaan Alat tulis kantor.

Dalam pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang
penggunaannya sulit diidentifikasi.

Setiap ptmbelian persediaanakan langsung dicatat sebagai beban
persediaan.
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Pendekatan beban digunakan untuk persediaan- persediaan yang maksud
penggunaannva untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk
sepanjang satu periode. Contohnva adalah persediaan untuk suatu
kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut
bendahara barang/ pengurus barang at.au catatan persediaan menurut
fungsi akuntansi dengan hasilstock opname.

Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang,
kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal,
maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian
daerah.

C. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Untuk melakukan pcngukuran alas persediaan, maka pencatatan persediaan
menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (periodic methode)
berdasarkan hasii invenlarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya
relatif rendah, perputaiannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya
sulit diidentifikasi.

Dalam neraca BLUD UPTD RSUD Kabupaten Aceh Singkil, Persediaan disajikan
sebesar:
1. Biaya perolehan apabila diperolehdenganpembelian;
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajai, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ hibah

atau rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan.
Potongan harga, rabat, danlainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pengukuran Nilai Persediaan dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian
Terakhir.

Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar
pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara
sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan
rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi
wajar.



D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Metode Perpetual Sistem Pencatatan Persediaan BLUD khusus Obat-Obatan
dan Bahan Habis Pakai Medis di catat dengan Metode Perpetual yaitu metode
pencatatan persediaan dimana harga polcok penjualan dan persediaan
ditetapkan setiap kali terjadi transaksi dalam persediaan.
Metode Periodk. Sistem Pencatatan Persediaan BLUD di catat dengan Metode
Periodik khusus ATK dan Persediaan lainnya diluar obat-obatan dan barang
habis pakai medis lainnya yaitu metode pencatatan persediaan dimana nilai
persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Dengan metode periodic ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi
penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah
persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir
periode.
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai
persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui
dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada
akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai
persediaan. Dalam metodeini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung
berdasarkan inventansasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan
ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir
persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang
digunakan.
Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian
terakhir jika persediaan dicatat secara periodic berdasarkan hasil inventarisasi.
Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar
pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.
Metodesistematis FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai
persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama
kali dicatatsebagaibararig yang digunakan.
Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama
kali dibeliakan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga
nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

E. PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

Dalam rangka memenuhi kecukupan pengungkapan, dalam Catatan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie diungkapkan mengenai:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, danbarang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual at.au diserah kan kepada
masyarakat; dan

3. Kondisi persediaan; Kondisi Rusak atau usang.

F. PENYAJIAN

Persediaan disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari asset lancar.
Pcnyajiannya di aktiva Linear dibawah Piutang (terlampir pada Lampiran IIA).

G. KLASIFIKASI PERSEDIAAN

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan
untuk digunakan, misaJnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang
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tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas.
Dalam hal pemerintah .nemproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang
yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat
pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan,
contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
Persediaan dapat meiiputi:
1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
S. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Tanah/ bangunan/ barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat; dan
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Dalam hal BLUD menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti
cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti
cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai
persediaan.

iPÿfrl ACEH SINGKIL,

UNIS



LAMP1PAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

A. DEEINISI INVESTASI JANGKA PENDEK
Investasia dalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, dividend dan royalty, atau manfaat social, sehingga dapat
meningkatkan kemapampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka pendek harus mernenuhi karakteristik dapat segera
diperjualbelikan/ dicairkan; investasi tersebut ditujukan dalam rangka
manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas; dan berisiko rendah.

Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai 12
bulan, dan investasi jangka pendek lainnya.

B. PENGAKUAN INVESTASI

Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi apabila
mernenuhi salah satu knteria:
1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat social atau jasa pontensial di

masa yang akan dating atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD;
dan

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

C. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan
obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi
perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan tersebut.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,
makainvestasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya
yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara
kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk
memperoleh investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk
deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan
realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka
panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa
bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat
sebagai pendapatan.



D. PENYAJIAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,. Penyajian
Investasi di Neraca BLUD dapat dilihat pada Lampiran IIA.

E. PENGUNGKAPAN INVESTASI

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD berkaitan
dengan investasi BLUD, antara lain:
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi; dan
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek.

F. PENGUNGKAPAN INVESTASI

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD berkaitan
dengan investasi BLUD, antara lain:
1. Kebijakanu kuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi,
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alas an penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

G. KLASIFIKASI INVESTASI

Investasi BLUD hanva dbjinkan pada investasi jangka pendek. Klasifikasi
investasi jangka pendek harus dirinci sesuai dengan penempatan dan jangka
waktu.

H. INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasijangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya

pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
dan

3. Berisiko rendah.
Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain
tcrdiri atas :
1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat

diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); dan
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh BLUD

dan pembelian Sertifikut Bank Indonesia.

Pj. BUQATI ACEH SINGKIL



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR /// TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI ASET TETAP

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana
manfaat ekonnmi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alas&n sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan daiam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

B. PENGAKUAN ASET TETAP

Aset tetap diakui pada saat terpenuhi kriteria berikut:
1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
5. merupakan objek pcmeliharaan atau memerlukan biaya/ ongkos untuk

dipelihara;
6 berwujud; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian

barang Lersebut memenuhi balasan minimal kapitalisasi aset tetap yang
telah ditetapkan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap dapat dilihat pada Lampiran XA.

C. DEFINISI KAPITALISASI ASET TETAP

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran
untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan
kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka
menambah nilai-nilai aset tersebut.
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan
baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,
renovasi, dan restorasi.Nilai Satuan Minimum Kapitaliasi Aset Tetap
menentukan apakah perolehan suatu aset dapat diakui dan disajikan sebagai
aset di Neraca atau hanya dicatat secara ekstra kompatable.
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebutdikecualikan terhadap
pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap dapat dilihat pada Lampiran XA.

Pengeiuaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap seperti
tertera dalam Lampiran XA akan diperlakukan sebagai ekstra komtabel.
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Ekstrakompiabel, mencakup Barang berupa aset tetap yang tidak memenuhi
kriteria kapitalisasi.
Ekstrakomptabel dan intrakomptabel itu sebenarnya bukan istilah akuntansi,
istiiah ini hanya untuk menggambarkan apakah sesuatu akan disajikan di
laporan keuangan atau tidak. Intra berarti masuk, ekstra berarti tidak masuk,
walaupun tetap dibukukan da'am buku manajerial. Pemisahan intra ekstra
biasanya kita pakai untuk aset tetap, walaupun bisa juga untuk akun-akun
yang loin seperti piutang dll. Untuk aset tetap di pemerintah Pusat, saat ini
tergantung apakah nilainya memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi atau

tidak (sesuai PMK 120/2007), sedangkan Pemerintah Daerah mengatur sendiri
dalam Kebijakan Akuntansi masing- masing Daerah. Jika memenuhi maka
akan masuk sebngai intra, dan sebaliknya. Untuk yang intra, akun dan nilainya
akan muncul di Neraca dan di Buku Inventaris, sedangkan untuk ekstra tidak
muncul di Neraca hanya muncul di Buku Inventaris. Untuk penganggarannya,
intra biasanya dianggarkan di Belanja Modal dan ekstra di belanja barang.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepernilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah
daerah tidak mernenuiii definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengun biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang teijadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

Yang dimaksud dengan nilai wajar pada saat perolehan adalah nilai uang yang
harus dikeluarkan untuk memperolah aset tetap sejenis dengan kondisi yang
sama pada saat mana aset tesebut diperoleh.

E. AKUNTANSI ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset
pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh
dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat
aset tersebut diperoleh.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
1. biaya persiapan tempat;
2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat

(handling cost);
3. biaya pemasangan (instalation cost);
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5. biaya konstruksi.
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau b.uya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam
rangka nremperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan
biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah
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juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut
jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai. Biaya ini aniara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
b;aya insvalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya
ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan 1MB, notaris, dan pajak.
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dam jaringan sampai siap pakai.
Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya asei tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi
serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu
untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan
menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika penyelesaian pengeijaan suatu aset tetap
melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang
belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam
pengerjaan sampai dengan aset tersebut seiesai dan siap dipakai (Dibahas lebih
lanjut dalam Kebijakan Akuntansi-Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Biaya Perolehan untuk aset yang diperoleh secara gabungan. Biaya perolehan
dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan.
Biaya Perolehan untuk Aset yang diperoleh dari pertukaran. aset tetap yang
diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak
serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kar. atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
Untuk pertukaran aset tetap yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa
dan memiliki nilai wajar yang serupa dimana tidak ada keuntungan atau
kerugian yang diakui dalam transaksi tersebut, biaya perolehan aset baru
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
Biaya perolehan Aset Donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang
sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Perlakuan akuntansi untuk tanah. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai
pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti
ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.
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Perlakuan akuntansi untuk Aset Bersejarah.

Aset bersejarah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk
unit, misalnyajumlah unit koleksi yang dimiliki ataujumlah unit monumen.

Biaya untuk perolchan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya
tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset
bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Untuk Aset Bersejarah yang digunakan untuk perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pidie Jaya diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap
lainnya.
Perlakuan akuntansi untuk Aset Infrastruktur.
Aset infrastruktur mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. tidak dapat dipindah pindahkan; dan
4. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan diperlakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalam dan
jembatan, sistem pembuungan, dan jaringan komunikasi.

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Militer.

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset

tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada
Pernyataan ini.

P. MASA MANFAAT

Masa manfaat adalah:
1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan

dan/atau pelavanan publik; atau

2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap berbeda usianya menurut masing-masing jenis aset
tetap. Masa manfaat aset tetap diukur dalam satuan Tahunan.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap disajikan dalam Lampiran XB.

G. AKUNTANSI ASET TETAP-PERLAKUAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN
AWAL

Pengeluaran setelah pi rolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan.
Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi
mamfaat ekonomik dunusa mendatang dalam peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan
pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau dimaksudkan hanya untuk
mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya
untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengeluaran setelah fierolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures)
tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
(dikapitalisasi). (PSAP 07 paragraf 49).
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H. KEBIJAKAN BATASAN NILAI KAPITaLISASI MINIMUM ASET TETAP UNTUK
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN.

Kebijakan batasan nilai kapitalisasi minimum aset tetap untuk pengeluaran
setelah perolehan hams sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap. adalah sebagai berikut:
1. Pemeliharaan peralatan dan mesin sama atau lebih besar dari Rp.

600.000,00;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Alat- alat Berat dan alat

angkutan Kapitalisasinya sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000,00;
3. Pemeliharaan gedung dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp.

20.000.000,00.

I. PENAMBAHAN MASA MANFAAT

penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset
tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada Lampiran XC.

J. AKUNTANSI ASET TETAP- PENGUKURAN KEMBALI SETELAH PEROLEHAN
AWAL

Aset tetap disajikan berdasarKan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
alcumulasi penyusutan Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-
masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

K. PENYUSUTAN

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.

Selain tanah Jan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

L. PENYUSUTAN ASET TETAP SECARA BERKELOMPOK

Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis
sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang
relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga
memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya
banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti
kalkulator dan peralatan kantor lainnya.
Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar
dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang
bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang
jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan
mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya
penyusutanjenis aset yang nilainya relatif kecil.
Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat
dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung
besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut
harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan
adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan
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persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset
tetap yang bersangkutan.
langkah-langkah pengelompokan aset yang perlu lakukan adalah sebagai
berikut:
1. dapatkan seluruh daftar aset tetap;
2. Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus

disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
a. Aset tersebut diperoleh dalam walctu yang bersamaan dan mempunyai

masa manfaat yang sama;
b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain

(peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film
sinar X, dan lain-lain);

c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya
merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital,
komputer, dan perangkat lunaknya);

d. Walaupun pernanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain,
tetapi demi kernudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset
dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks
pernanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

3. Dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya;
4. Susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya.

M. PENETAPAN NILAI WAJAR ASET TETAP

Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai
aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan.
Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian
aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:
1. Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan

aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas;
2. Akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan

nilai suatu aset tetap nada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap.
Hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau
dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang;

3. Terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah (b) belum dilakukan
penilaian oleh penilai yang prcfesional.

N. PENGAKUAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing
periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam laporan operasional.
Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan
pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur
ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat
aset dengan masa pinjaman/sewa.

O. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya
perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut
diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva
tetap yang berhubungari.
Untuk perhitungan penyusutan, berdasarkan pendekatan bulanan dengan
penyajian penyusutan secara bulanan dan semesteran dan untuk penyajian
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terhadap perhitungan penyusutan aset tetap dalam neraca yang ditetapkan
oleh SKPK.

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan
tc.rnak, dan tnnaman, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut.

P. PENYAJIAN PENYUSUTAN

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan
Operasional. Penyusuan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi
penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan
dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan
Akumulasi Penyusutan sekaiigus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku
aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat
diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Q. PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN

PSAP 07 menyatakan bahwa inforinasi penyusutan yang harus diungkapkan
dalam laporan keuangan adalah :
1. Nilai penyusutan;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau larif penyusutan yang digunakan;
4. Nilai tercatat bruto clan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Kcempat hal di atas harus disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan
Catatan Atas Laporan Keuangan.

R. PEMANFAATAN ASET TETAP YANG SELURUH NILAINYA SUDAH DISUSUTKAN

Walaupun suatu aset sudah disusutkan scluruh nilainya hingga nilai bukunya
menjadi RpO, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika
hal seperti ini terjadi. aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan
baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap
dicatat dalam kclompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa
penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

S. PERUBAHAN EST1MASI DAN KONSEKUENSINYA

1. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi
Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam
menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan
alcumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-
kadang aset temp masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset
tetap yang bersangki itan masih memiliki nilai wajar.
Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) tidak ada lagi
maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa
nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan
akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

2. Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau
bcrproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak
digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka
seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus
dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat
digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi
atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak
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berproduksi semenLara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-
lain.

Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara
otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah
metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap
tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut
tetap rnengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

T. PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET.
TETAP
Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa
yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dieliminasi dari
Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

U. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari asset. Penyajiannya dapat dilihat pada
Lampiran IIA.

V. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap
sebagai berikut:
1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:
a. Penambahan;
b. Pelepasan;
c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
d. Mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:

1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaal atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode.
Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus
diungkapkan:
1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggat efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya

pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



W. KLASIFIKASI ASET TETAP
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang
digunakan:
1. Tanah;

Tanah yang dikelonipokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, Inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
diifl ma§a fnailfuathVa lebiii dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pernbangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
selumhnya.

X. RENOVASI ASET TETAP

Suatu SKPD dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki
dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milile
dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah
dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki
dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi
aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai
perolehan aset tetap yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan paragraf PSAP
07, yaitu:

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
rr.asa 12 manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan.
Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi
kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi
tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk
melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya
perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi
normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk sulcu cadang,
merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan
tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.
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Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat
dibedakan menjadi 3 (Lga) jenis, yaitu:
1. Renovasi aset tetap milik sendiri;
2. Renovasi asei tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Y. RENOVASI ASET TETAP MILIK SENDIRI

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan
satuan kerja SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini
akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila
sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan,
atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan
dicatat sebagai KDP.

Z. RENOVASI ASET TETAP BUKAN MILIK-DALAM LINGKUP ENTITAS PELAPORAN

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan
milik suatu satuan ker,a atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun
masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis inimeliputi:
1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu Entitas
2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain;
3. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD
4. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak
dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan
aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai
dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap
lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai
dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan,
maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada
pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika
dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada bab
terdahulu) telah diterbitkan.maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari
neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya
sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode
pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang
melakukan renovasi rerhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset
Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

Al. RENOVASI ASET TETAP BUKAN MILIK-DILUAR ENTITAS PELAPORAN

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan
milik suatu SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat
kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, sclain pemerintah (swasta, BUMN/D,
yayasan, dan lain-lam).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi
asec bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaiman butir 2 di atas,
yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai
penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap
tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai
dilakukan sebelum tanggal. pelaporan, maka transaksi renovasi akan
dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca
sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan

y



renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengeijaannya
namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini
seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti
peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut
(sebagaiman dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap
renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan
mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Bl. ASET TETAP HILANG

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya
penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan
dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur
kelalaian sehitigga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat
perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau
tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang,
entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset
tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya,
apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat
tuntutan ganti rugi kepuda perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut
direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat
tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

'I ACEH SINGKIL,
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LAMP1RAN XI
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR Hi TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. DEFINISI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah asset-asset yang sedang dalam proses
pembangunan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belurn selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada
umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan
tersebut bias kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau
melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaanjika:
1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang

berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam jangka panjang dan oleh karenanya dildasifikasikan dalam asset tetap.
Konstruksi Daiam Pengerjaan dipindahkan kepos asset tetap yang
bersangkutanjika criteria berikut ini terpenuhi:
a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b. Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang
bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,
danjaringan; asettetaplainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut
dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Biaya Perolehan/Biava Konstruksi dapat dibedakan atas Biaya perolehan atas
konstruksi yang dikerjakan secara swakelola atau menggunakan jasa
kontraktor.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi (biaya

pekerjaan lapangan, biayabahan yang digunakandalamkonstruksi, biaya
pemindahan bahan. sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan kelokasi
pelaksanaankonstruksi, biaya penyewaan sarana dan peralatan serta biaya
rancangan dan bantuan tcknis yang secara langsung berhubungan dengan
konstruksi);
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2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan kekonstruksi tersebut (biayaa suransi, biaya rancangan dan
bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi
tertentu dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi); dan

3. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan.

Biaya-biaya ini dialokasikan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang
atas dasar proporsi biava langsung yang diterapkan secara konsisten.
Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi
meliputi:
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat

penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan

pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klairn kepada kontral<tor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan kontrak konstruksi.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara
bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam
kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi
Dalam Pcngcrjaan.

D. PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI DARI
PINJAMAN

Perlakuan akuntansi atas konstiuksi yang dibiayai dari pinjaman :
1. Dalam konstruksi yang dibiayai dari pinjaman, biaya pinjaman yang timbul

selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal.

2. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

3. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan olehhal hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi sebaliknya apabila pemberhentian sementara
disebabkan oleh keadaan force majeur maka biaya pinjaman tidak
dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai biaya bunga pada periode
bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuhpadawaktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan
yang sudah selcsai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman
hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses
pengeijaan.

E. PENGHENTLAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya
oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian
lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan
penghentian permanen.
Apabilasuatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka
KDP tersebut tetap dicantumkan kedaiam neraca dan kejadian ini diungkapkan
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secara memadai di daiam Catatan atas Laporan Keuangan. KDP dihentikan
pembangunannya untuk sementara waktu dengan masa penghentian antara 1
(satu) sampai dengan 3 (tiga) Tahun.

Apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya
secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan
kejadian ini diungkapkan secara memadai daiam Catatan atas Laporan
Keuangan. KDP yang dilakukan penghentian secara permanen dengan
perkiraan waktu diatas 3 (tigaj Tahun.

F. UANG RETENSI JAMINAN PEMELIHARAAN

Untuk uang Retensi Jaminan Pemeliharaan sebagaimana telah disebutkan
daiam BuletinTeknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan
Belanja Pemerintah yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan,
secara adminsitratif dapat ditangani dengan 2 caraberikut:
1. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilanpuluh lima persen) dari nilai

kontrak, sedangkan yang 5% (iima persen) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan.

2. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan
penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima
persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety
bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Sebagaimana dinyatakan daiam Buletin Teknis SAP Nomor 04 nilai retensi
dengan cara pertama diakui sebagai utang retensi. Apabila pada akhir tahun
anggaran masih daiam masa retensi maka pengeluaran 5% harus disediakan
dananya pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan cara kedua,
adanyajaminan bank harus diungkapkan daiam Catatan . atas Laporan
Keuangan.

G. SISA BAHAN PASCA KONSTRUKS1

Daiam pelaksanaan konstruksi asset tetap secara swakelola ada kalanya
terdapat sisa bahan setelah asset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa bahan
pasca konstruksi yang masih dapat digunakan disajikan daiam neraca dan
dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan
dilakukan hanyaa pabila nilai aset yang tersisa material.

H. PENYAJIAN

Konstruksi Daiam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari asset tetap.
Penyajian Konstruksi Daiam Pengerjaan daiam Neraca BLUD Lampiran IIA.

I. PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Padaakhir periode akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus
mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Daiam Pengerjaan berikut:
1. Rincian kontrak konstruksi daiam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

danjangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan;
5. Retensi.

/n ACEH SINGKIL
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KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. DEFINISI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset BLUD yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi
BLUD karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial
(potential service) di inasa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya
seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan
mempengaruhi laporan keuangan BLUD sehingga keakuratan dalam
pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi
menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik
tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

B. KLASIFIKASI

Aset lainnya dapat diklasifikasi sebagai kemitraan dengan Pihak Ketiga dan
Aset Tidak Berwujud
Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan,
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Aset Tidak Berwujud Terdiri dari Goodwill, Lisensi, Franchise ,Hak Cipta, Paten
dan Aset tidak berwujud lainnya.

C. PENGAKUAN ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)

1. Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai
wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh BLUD .
Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam
menjalankan iugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian
diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri
atas:
a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh BLUD akibat adanya
pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung
berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari
suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai
buku kekayaan hersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu
kar-ya yang dapat menghasilkan manfaat bagi BLUD . Selain itu dengan
adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan
membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
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c. Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak
cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah
software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware
komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di
komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik
berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
Perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat
lebih dari bulan, maka nilai perolehan software dan biaya
lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan
software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang
dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software
tidak perlu dikapitalisasi.

2) Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin
penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan
harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya
dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau
sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

3) Software yang tidak memiliki pembatasan ijin peng gunaan dan
masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan
masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak
perlu dikapitalisasi.

4) Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria
kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode
terjadinya.

e. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang
diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk rnenikmali manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual
yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan. datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakanjenis aset tak berwujud yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Tcrdapat kcmungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang
diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi
satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati
tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran
yang teiah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan
tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam
Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan
selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang
bersangkumn.



Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujudjika dan hanyajika:
a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB
tersebut akan mengalir kepada entitas BLUD.

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

D. PENGAKUAN ASET LAIN-LAIN

Aset Lain Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan
karena rusak be.at. usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,
penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasiflkasikan ke dalam aset lain-
lain.

E. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset
yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kcrjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh BLUD
kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar
nilai aset tetap yang diserahkan BLUD ditambah dengan nilai perolehan aset
yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset
tersebut.

F. PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus
dibayar entitas BLUD untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap
untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir
masuk ke dalam entitas BLUD tersebut.
Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan

potongan harga dan rabat;
b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset

tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan. Contoll dari biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung adalah:

1) biaya stafyang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat

digunakan;
3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat

pengakuan, diakui senesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
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b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh
entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga
perolehan asei tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer,
maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap
pengembangan aplikasi.

d. Kerjasama
Pengembangan snafu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan
kewajiban masing- masing entitas harus dituangkan dalam suatu
perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas
yang bcrhak scsuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang
dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan
kewajiban yang rnenjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.
ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan
biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut
sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,
namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar
nilai wajar.
ATB yang diperoleh dari hibali dicatat dengan mendebet ATB dan mengkredit
pendapatan hibah
Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset
tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif BLUD
direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

G. MASA MANFAAT ASET TIDAK BERWUJUD

Berdasarkan masa nianfaat, ATB dapat dibedakan rnenjadi dua, yaitu:
a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau
banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan
entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor
ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak
mempunyai batas batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.
Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak
terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan
aset tersebut dalam memberikan manfaat.

H. PENGELUARAN ASET TIDAK BERWUJUD BERIKUTNYA SETELAH PEROLEHAN

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software
komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
a. Meningkatkan fungsi software
b. Meningkatkan efisiensi software.
Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas
maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat
terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya
hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi
software dalam rangka inemperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak
perlu dikapitalisasi.



Pengeluaran yang merungkatkan masa manfaat dari software pada praktik
umumnya tidak terjadi. yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin
penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari versi yang lama menjadi
yang paling mutakhir vang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
Berikut ini perlakuari akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang

kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang
lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

I. AMORTISASI DAN ASET TIDAK BERWUJUD

Terhadap aset tale berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak
berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah
penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis
dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (Stright Line Method) seperti
halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode
amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Amortisasi dilakukan setiap
akhir periode.
Untuk perhitungan Amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal
sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperolah pada awal tahun
buku yang bersangkut m. Adapun aset tak berwujud yang diperoleh setelah
pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada
awal tahun buku berikutnya.
Amortisasi setiap perinoe akan diakui sebagai beban amortisasi dan
penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan
Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan
mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB
Masa manfaat Aset tak berwujud ditctapkan scbagaimana table dibawah ini:

Kode Uraian MasaManfaat
1 5 ASET LAINNYA
1 5 3 Aset Tidak Berwujud
1 5 3 01 Goodwill 10
1 5 3 02 Lisensi Franchise 10
1 5 3 03 HakCipta 25
1 5 3 04 Hak Paten 10
1 5 3 05 Royalty 10
1 5 3 06 Software 4
1 5 O

O 07 Hasil Kajian/ Penelitian yang
memberikan manfaat jangka
panjang

5

1 5 3 08 AsetTak Berwujud Lainnya Sesuai dokumen

AMORTISASI UNTUK ASET TAK BERWUJUD DENGAN MASA MANFAAT
TERBATAS Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa
manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama
pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak
cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama
masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa
dan ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil,
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Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas . ATB
dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi.
Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk
menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa
depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat
ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami
penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat
ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses
penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

J. PENURUNAN NILAI ASET TIDAK BERWUJUD (IMPAIRMENT)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat
diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan
sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang
mcnurunkan nilai aset dan mcmcrlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa
manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah
terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun;
atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami
penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika
ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai
pasar aset telah turun. manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat
diperoleh, perubahan leknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan
menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem
dan lain- lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang
diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai
dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut
tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat
mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru
dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

K. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan
operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus
dihentikan dari penggimaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian
ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa
manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum,
penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya.
BLUD dapat melaknkan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk
ATB dengan cara:
a. dijual;
a. dipertukarkan;
b. dihibahkan; atau

c. dijadikan penyertaan modal daerah.
Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau
masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus
dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi
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memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan
harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan
proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat
penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian
penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Da'am hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan
cara dijual atau dipertnkarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum
seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih
antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait
diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan
kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan
Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

Dalam hal penghentian dilakukan setelah masa manfaat berakhir, tidak ada
pengakuan keuntungan atau kerugian.

L. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.
Aset Tak Berwujud disajikan pada lembar muka Neraca sebesar nilai tercatat
neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Format penyajiannya dapat dilihat pada lampiran IIA.

M. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-
kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. Aset Tidak Berwujud:

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk
setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak
berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:

a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa
manfatnya terbatas atau tidak terbatas;

b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut
terbatas masa manfaatnya;

c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir

periode;
e. ATB yang mengalami penurunan nilaiyang signifikan (impaired);
f. Penghentian dan penghapusan ATB, dan
g. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:
1) Penambahan aset tak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan

secara 4 ferpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di
dalam entitas;

2) Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud;
3) Amortisasi vang diakui selama periode berjalan;
4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
5) Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan

perubahan- perubahan terhadap:
• Periode amortisasi;
• Metode amortisasi.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:
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a. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat
suatu aset tak berwujud;

b. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap
aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara
keseluruhan;

c. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan

BTO);
4. informasi lainnya yang penting.
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LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR /ÿ/ TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. DEFINISI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

B. PENGAKUAN KEWAJIBAN

Kewajiban diakui jika:
1. besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan

dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat ini, dan

2. perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.
Kewajiban dapat timbul dari:
1. transaksi dengan pertukaran-exchange transactions (ketika masing-

masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima
suatu nilai sebagai gantinya);

2. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum
yang berlaku dan kcbijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai
dengan saat tanggal pelaporan.

C. PENGUKURAN DAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai kewajiban BLUD pada saat
pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat
utang BLUD .
Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian
dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain
perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat
kewajiban tersebut.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
ru.piah.Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.

D. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

UtangJangka Pendek
Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)
Pada saat BLUD menerima hak atas barang, termasuk barang dalam
perjalanan yang telah menjadi haknya, BLUD harus mengakui kewajiban atas
jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
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Bila kontraktor rnembangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi
yang ada pada kontrak perjanjian dengan BLUD , jumlah yang dicatat harus
berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara
kemajuan pekeriaan.
Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit BLUD an harus
dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonBLUD an.

Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga atas utang BLUD harua dicatat sebesar biaya bunga yang telah
terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal darl utang BLUD

baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang BLUD yang
belum dibayar harus clialcui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian
dari kewajiban yang berkaitan.
Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas
BLUD yang diterbitkan BLUD pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN)
dan yang diterbitkan oleh BLUD (kota) dalam bentuk dan substansi yang sama
dengan SUN.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang
belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan
sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang BLUD kepada pihak lain
yang disebabkan kedudukan suatu instansi BLUD sebagai pemotong pajak
atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BLUD atau bendahara
pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas BLUD untuk pembayaran
tertentu.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban
PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BLUD belum disetorkan kepada yang
berkepentingan.
Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar.Oleh
karena itu terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos
kewajibanjangka pendek,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang
jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang
yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang
jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP
09 paragraf 14 Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah
utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratan tertentu
telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek
(payable on demand).

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang
sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi
karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar
saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus
ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban
jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-
masingjenis utang/pernberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima
Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca

seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh BLUD.

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua
pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan.
Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak
ketiga kepada BLUD terkait kas yang telah diterima BLUD dari pihak ketiga
tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLUD pada akhir periode
pelaporan keuangan.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian
barang/jasa yang belum diserahkan oleh BLUD kepada pihak ketiga sampai
dengan tanggal neraca.

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di
neraca.Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
terxnasukdalam kaiegori yang ada.Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
disusun.Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan
karakteristik masing masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji
kepada pegawai dirnlai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan
atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Utang Pembelian Cicilan
Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa
BLUD dilakukan dengan membayar secara angsuran.
Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta
utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesiiik syarat-syarat
pembayaran atau penyeiesaian kewajiban.
Transaksi pembelian secara angsuran/cicilan memiliki dua varian utama.
Pertama, perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan
tingkat bunga tertentu. Kedua, perjanjian dengan menetapkan skema
pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap
mencakup pokok utangyang belum dibayar.
UtangJangka Panjang Lainnya
Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak
termasuk pada keiompok Utang Dalam. Negeri-Perbankan, Utang Dalam Negeri
Obligasi dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan
merupakan utang vang berkaitan dengan adanya kemitraan BLUD dengan
pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan
pemanfaatan aset BLUD oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
BLUD untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset
tersebut.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD disertai dengan
pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. Utang Kemitraan
dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan
secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

J



1

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan
investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan
dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan
investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada
BLUD yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara
angsuran.

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian
kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka
Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama
diungkapkan dalam CaLK.
Utang Perbankan
Utang dalam negeri-perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal
dari pinjaman dan lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari
dua belas bulan setelah tanggal neraca. BLUD dapat melakukan pinjaman
jangka panjang dari berbagai sumber. Salah satu sumber pinjaman adalah dari
lembaga perbankan vang berstatus BUMN atau BUMD. Pada BLUD
berdasarkan pasal 8 PP 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, BLUD dapat
melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan
bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan pengadaan utang perbankan, terdapat. biaya-biaya yang harus
dikeluarkan, antara lain berupa biaya pengurusan utang (notaris, asuransi),
bunga, denda, dan commitment fee.

Utang perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima
pada rekening kas negara/kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan
pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban
berdasarkan kontrak atau kesepakatan.
Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen
maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman.
Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut,
schingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam ncgcri-
perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima
pinjaman dan disetorkan ke kas negara/daerah. Dalam perkembangan
selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang
sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total
penarikan dikurangi dengan pelunasan.
Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.Rincian utang
perbankan diungkapkan di CALX berdasarkan pemberi pinjaman.
Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang BLUD
Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang BLUD adalah biaya bunga dan
biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya
dimaksud meliputi:
(a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek

maupunjangka panjang;
(b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
(c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya

konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.
(d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal

tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.



Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan
atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai
bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset

tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset

tertentu tersebut.
Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung
dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan
berdasarkan pertimbangan profesional.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk
perolehan aset malta biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu
harus dihitung berdasarkan rata- rata tertimbang (weighted average) atas

akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode
pelaporan.

E. PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN

Utang BLUD harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul
utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi- informasi yang harus
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jurniah saldo kewajiban berupa utang BLUD berdasarkan jenis sekuritas

utang BLUD dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode beijalan dan tingkat bunga

yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a. Pengurangan pinjaman;
b. Modifikasi persvaratan utang;
c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
utang berdasarkan kreditur.

7. Biaya pinjaman:
a. Pcrlakuan biaya pinjaman;
b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang

bersangkutan; dan
c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

F. KLASIFIKASI KEWAJIBAN MENURUT JATUH TEMPO

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas)
hulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.
Sebaliknya semua kewajiban yang penyelesaiannya dalam waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang.



G. TUNGGAKAN KEWAJIBAN

Jumlah tunggakan atas pinjaman BLUD harus disajikan dalam bentuk Daftar
Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun
BLUD tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya
sesuai jadwal. Beberapa jenis utang BLUD mungkin mempunyai saat jatuh
tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur
diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

H. RESTRUKTURISASI HUTANG

Definisi restrukturisasi utang berdasarkan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban,
adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-
syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam
bentuk:
a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan

dengan utang baru; atau

b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah
persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang
dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa
tenggang, atau men jadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan
bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Dengan demikian, restrukturisasi utang dapat berupa pembayaran utang
dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat
pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena
adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada debitur. Keringanan
semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak
dalam keadaan kesulitan keuangan. Keringanan semacam ini dapat berasal
dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan
pengadilan, serta dari peraturan hukum.

Restrukturisasi utang dapat terjadi sebelum, pada, atau sesudah tanggal jatuh
tempo utang yang tercantum dalam perjanjian. Pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan utang baru hasil restrukturisasi di neraca diatur
dalam PSAP 9 Paragraf 69 dan 73, yaitu:

Paragraf 69

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur
harus mencatat darnpak restrukturisasi secara prospektif sejak saat
restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang
pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah
pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.
Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
Paragraf 73
Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
persyaratan baru utang, termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk
pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi
nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas
masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
Restrukturisasi diakui pada saat telah disahkannya perjanjian restrukturisasi
antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan berlaku terhitung mulai
tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.



Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai
utang lama ditambah dan/atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor
penambah dan/atau pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian
restrukturisasi.

Utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan
klasifikasi/pos yang sama dengan utang jangka panjang lama yang
digantikannya. Restrukturisasi utang tidak dicatat dalam laporan arus kas.
Berkenaan dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada CALK
antara.lain informasi berikut:
a. Persyaratan kredit fiada perjanjian utang lama yang direvisi
b. Persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran

persentase bunga baru, besaran absolut pemotongan bunga terutang,
besaran absolut pemotongan pokok utang, lamanya pengunduran jangka
waktu pelunasan;

c. Hal-hal pentingyang raenyebabkan terjadinya restrukturisasi utang;

Hal lairinya yang dipandang perlu demi kewajaran pengungkapan sebagaimana
ditentukan dalam PSAP 9 paragraf 69, 73, dan 88 huruf (e).

1. PENGHAPUSAN UTANG

Pengnapusan uLang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur
kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya,jumlah utang debitur dalam
bentuk perjanjian formal diantara keduanya yang diselesaikan dengan
penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai
tercatatnya.

• Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai
tercatat dilakukan dengan aset kas maka maka debitur harus mengurangi
nilai tercatat utang ke jumlali yang sama dengan jumlah penyelesaian
dengan aset kas tersebut dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

• Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai
tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur
harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai
wajarnya dan mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan
nilai wajar aset non kas yang diserahkan kemudian diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset
nonkas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban
tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
1. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau

ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

2. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

J. KEWAJIBAN KONTINGENSI

Definisi :
Kewajiban kontingensi adalah:
a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan

keberadaannya rnenjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu
peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam
kendali BLUD ; atau
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b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak
diakui karena:
1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) BLUD mengeluarkan

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan
kewajibannya; atau

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
Pengakuan
Banyak peristiwa masu lalu yang dapat menirabulkan kewajiban kini.
Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang teijadi, misalnya
dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah
peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan
kewajiban kini. Jika demikian halnya, BLUD menentukan apakah kewajiban
kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti
yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan
mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah
tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa
kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, BLUD mengungkapkan adanya
kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus
keluar sumber daya kecil.
Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan
semula.Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji
ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber
daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka BLUD
akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat
perubahan tingkat kemungkinan tersebut teijadi, kecuali nilainya tidak dapat
diestimasikan secara andal.
Pengukuran
Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak.Untuk itu
diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan
Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca BLUD, namun demikian
BLUD harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas
Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal
neraca.
Pengungkapan tersebut dapat meliputi:
a. karakteristik kewajiban kontingensi;
b. estimasi dari dampak finansial yang di"1
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LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR AY TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI ATAS KESALAHAN

A. DEFINISI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan
periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan
merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu
akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan
karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan
lain-lain. Kesalahan juga bias ditemukan di periode yang sama saat kesalahan
itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah
scbabnya akan ada perbcdaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan
tersebut.

B. KLASIFIKASI KESALAHAN

Ditinjau dari sifat kcjadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan
terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
1) Kesalahan tidak berulangyang terjadi pada periode berjalan;
2) Kesalahan tidak berulangyang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah
(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi
secara berulang.

C. PERLAKUAN

1. Perlakuan Kesalahan tidak berulang
a Kesalahan tidak berulangyang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang
tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan
dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja,
pendapatan LO. maupun beban.

b. Kesalahan tidak berulangyang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang
terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode
tersebut belum diterbitkan dan yang teijadi dalam periode sebelumnya
dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya
memiliki perlakuanyang berbeda.
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J) Koreksi Laporan Keuangan Belum Diterbitkan apabila laporan
keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan
pada akun yang bersangkutan, baikpadaakun pendapatan-LRA atau
akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi Laporan Keuangan Sudali Diterbitkan.
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/ Perkada
Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidakberulang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
ekuitas.

2. Kesalahanberulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal! dan jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi secara berulang. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan
kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun
pendapatan-LO yang bersangkutan.

MARTHUNIS
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LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

A. TUJUAN

Tujuan kebijakan lanoran keuangan konsolidasian ialah untuk mengatur
penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada BLUD RSUD Kabupaten
Aech Singkil dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum
(general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan
kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
Kebijakan laporan keuangan konsolidasian mencakup deflnisi dan klasiflkasi;
penyajion dan pengungkapan; dan prosedur konsolidasi dan Format Laporan
Konsolidasiaan.

B. DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan komparasi dari Laporan Keuangan BLUD menjadi Laporan
Keuangan sebagai BLUD agar dapat diseragamkan dengan SKPD lain sehingga
tersaji sebagai satu entitas tunggal.
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran per
triwulan.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama
dengan periode pelaporan keuangan entitas akuntansi dan berisi jumlah
komparatif dengan periode sebelumnya.
BLUD menyampaikan laporan keuangan konsolidasian kepada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Aceh Singkil.
Laporan keuangan konsolidasian yang disajikan hanya sebatas jenis belanja,
tidak sampai ke objek dan rincian objek.

D. PROSEDUR KONSOLIDASI

Laporan keuangan konsolidasian dapat disajikan hanya sebatas jenis Belanja.

Jenis Belanja yang disajikan diantaranya adalah Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa dan Belanja Modal
Akun yang digunakan dalam laporan konsolidasian adalah akun yang
digunakan dalam pelaporan keuangan BLUD dengan menggunakan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pj. BUp/T! ACEH SINGKIL,
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LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAl DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

URAIAN
Anggaran

20X1
Realisasi

20X1
%

Realisasi
20X0

PENDAPATAN

PENDAPATAN
Pendapatan Jasa Layanan Dari
Masyarakat XXX XXX XX XXX

Pendapatan Jasa Layanan Dari
Entitas Pelaporan

XXX XXX XX XXX

)atan Hasil Kerja sama XXX XXX XX XXX

Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX

Pendapatan Usaha Lainhya XXX XXX XX XXX

Jumlah Pendapatan XXX XXX XX XXX

BELANJA
BELANJA OPERAS1

Belanja Pegawai XXX XXX XX XXX

Belanja Barang XXX XXX XX XXX

Belanja Bunga XXX XXX XX XXX

Belanja Subsidi XXX XXX XX XXX

Belanja Lain Lain XXX XXX XX XXX

Jumlah Belanja Operasi XXX XXX XX XXX

BELANJA MODAL
Belanja Tanah XXX XXX XX XXX

Belanja Peralaian dan Mesin XXX XXX XX XXX

Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XX XXX

Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan XXX XXX XX XXX

Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XX XXX

Belanja Aset Lainnya XXX XXX XX XXX

Jumlah Belanja Modal XXX XXX XX XXX

Jumlah Belanja XXX XXX XX XXX

SURPLUS/DEFISIT XXX XXX XX XXX



PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun sebelumnya

__
Penerimaan dari Divestasi
Pcnerirnaan Pinjaman
Pnerimaan Kembali Kepada
Pihak Lain

Jumlah F'enerimaan
Pembiayaan_

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Penyertaan Modal
Pembayaran Pokok Pinjaman
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

___
_

PEMBIAYAAN NE'ITO
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SiLPA)

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
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LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No URAIAN 20X1 20X0
1 Saldo Anggaran Leb.h Awal XXX XXX
2 Penggunaan SAL (XXX) (XXX)

3 Subtotal (1-2) XXX XXX
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) XXX XXX
5 Subtotal (3+4) XXX XXX
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX
7 Lain-lain XXX XXX
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX

,TI ACEH SINGKIL,
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LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR \H TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1DAN 20X0

URAIAN 20X1 20X0
ASET

ASET LANCAR
Kas di Kas BLUD
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Kas Lainnya setara kas XXX XXX
Investasi Jangka I'endek XXX XXX
Piutang dari Kegiatan Operasional XXX XXX
Piutang dari Non Kegiatan Operasional XXX XXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih XXX XXX
Belanja dibayar dimuka XXX XXX
Uang Muka Belanja XXX XXX
Persediaan XXX XXX

Jumiah Aset Lancar XXX XXX

INVESTASI JANGKA PANJANG XXX XXX
investasi Jangka Panjang Permanen XXX XXX
Investasi Jangka Panjang Non Permanen XXX XXX

Jumiah Investasi Jangka Panjang XXX XXX

ASET TETAP
Tanah XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX
Gcdung dan Bangunan XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX
Akumulasi Penvusutan XXX XXX

Jumiah Aset Tetap XXX XXX

PIUTANG JANGKA PANJANG
Tagi'nan Penjualan Angsuran XXX XXX
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih XXX XXX

Jumiah Piutang Jangka Panjang XXX XXX



ASET LAINNYA
Keniitraan dengan Pihak Ketiga
Dana Kelolaan
Aset yang dibatasi Penggunaannya
AsetTak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Utang Pihak Ketiga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

Belanja yang masih harus dibayar XXX XXX
Pendapatan Ditenma Dimuka XXX XXX
UtangJangka Pendek Lainnya XXX XXX

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang XXX XXX

Jumlah Kewajioan Jangka Panjang XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX

EKUITAS XXX XXX
Ekuitas

Jumlah Ekuitas
XXX XXX
XXX XXX

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXX

SINGKIL

/

MARTHUNIS
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LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

URAIAN 20X1 20X0
Kenaikan/
Penurunan

(%)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Layanan Dari
Masyarakat XXX XXX XXX XXX

Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas
Pelaporan XXX XXX XXX XXX

Pendapatan Hasil Kerja Sama XXX XXX XXX XXX

Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX

Pendapatan Usaha Lainnya XXX XXX XXX XXX

Pendapatan dari APBD XXX XXX XXX XXX

Jumlah Pendapatan XXX XXX XXX XXX

BEBAN
Pegawai XXX XXX XXX XXX

Persediaan XXX XXX XXX XXX

Jasa XXX XXX XXX XXX

Pemeliharaan XXX XXX XXX XXX

Langganan Daya Jasa XXX XXX XXX XXX

Perjalanan Dinas XXX XXX XXX XXX

Bunga XXX XXX XXX XXX

Hibah XXX XXX XXX XXX

Subsidi XXX XXX XXX XXX

Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX

Penyisihan Piutang XXX XXX XXX XXX

Penyusutari Dan Amortisasi XXX XXX XXX XXX

Lain-Lain XXX XXX XXX XXX

Jumlah Beban Operasi XXX XXX XXX XXX

JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT
OPERASIONAL

XXX XXX XXX XXX

KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus./ Pefisit Penjualan Aset Non
lancer

XXX XXX XXX XXX

/



URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/
Penurunan

(%)

(Kerugian) Penurunan Nilai Aset XXX XXX XXX XXX

Surplus Pcnyclesaian Kewajiban Jangka
Panjang

XXX XXX XXX XXX

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya

XXX XXX XXX XXX

Jumiah Surplus/Defisit dari
Kegxatan Non Operasional

XXX XXX XXX XXX

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa XXX XXX XXX XXX

PUS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Hiasa XXX XXX XXX XXX

Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX

Jumiah Pos Luar Biasa XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT LO XXX XXX XXX XXX

H SINGKIL

MARTHUNIS

/



LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR /# TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN 20X1 20X0
Arus Kasdari Aktivitas Operasional
ArusMasukKas

Penerimaan APBD XXX XXX

Penerimaan jasa Layanan Dari Masyarakat XXX XXX

Penerimaan jasa Layanan Dari Entitas Pelaporan XXX XXX

Penerimaan Hasil Kerja Sama XXX XXX

Penerimaan Hibah XXX XXX

Penerimaan Hasil Usaha Lainnya XXX XXX

Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX

Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai XXX XXX

Pembayaran Jasa XXX XXX

Pembayaran Pemeliharaan XXX XXX

Pembayaran Lungganan Daya dan Jasa XXX XXX

Pembayaran Perjalanan Dinas XXX XXX

Pembayaran Bunga XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX

Arus Kas Bersih dari Aktivtas Operasi XXX XXX

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas

Penjualan Atas Tanah XXX XXX

Penjualan Atas Peralatar. dan Mesin XXX XXX

Penjualan Atas Gedung dan Bangunan XXX XXX

Penjualan Atas Jalan, lrigasidan Jaringan XXX XXX

Penjualan Atas Aset Tetap XXX XXX

Penjualan Atas Aset Lainnya XXX XXX

Penerimaan dari Divestasi XXX XXX

Penerimaan Penjualan Investasi XXX XXX

JumlaliA rus Masuk Kas XXX XXX

ArusKeluarKas
Perolehan Tanah XXX XXX

Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX

Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX

Perolehan Jalan, lrigasidan Jaringan XXX XXX

Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX



uRAIAN 20X1 20X0
Perolehan Aset Lainnya XXX XXX

Pengeluaran Penyertaan Modal XXX XXX

Pengeluaran Pembelian Investasi XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX

Arus Kas Bersih dari Aktivtas Investasi XXX XXX

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas

Penerimaan Piniaman XXX XXX

Disvestasi XXX XXX

Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX

Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman XXX XXX

Investasi XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX

Arus Kas Bersih dari Aktivtas Pendanaan XXX XXX

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX

Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX

Arus Keluar Kas
Perxgcluaran Perhilungari Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX

Arus Kas Bersih dari Aktivtas Transitoris XXX XXX

Kenaikan / Penurunan Kas BLUD XXX XXX

Saldo Awal Kas SetaraKas BLUD XXX XXX

Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD XXX XXX

Pj.BU.Bw.TI ACEH SINGKIL,
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LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR IH TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

R'JMAH SAKIT UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I lNFORMASI UMUM
1.1 Dasar dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
1.2 Sumber beserta jumlahd ana yang dikelola BLUD.
1.3 Penjelasan atas kinerja keuangan.

1 .4 Penjelasan singkat atas BLUD.
Bab II KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Basis akuntansi.
2.2 Asumsidasar yang digunakan.
2.3 Pengakuan Jan pengukuran pos-pos akun pada laporan

keuangan.
Bab III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1 Pos-pos Pendapatan LRA yaitu pendapatan jasa layanan,
pendapatan hibah, pendapatan hasil keijasama dengan pihak lain,
pendapatan APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

3.2 Pos-pos belanja ya itubelanja operasi dan belanja modal.
3.3 Pos-pos pembiayaanya itu penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.
3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA).

Bab IV PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
4.1 Saldo Anggaran Lebih awal.
4.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.
4.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan.
4.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan lain-lain.
4.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Bab V PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS (LAK)
5.1 Aktivitas operasiya itu arus masuk kas dari pendapatan dan arus

keluar kas untuk biaya operasional dan biaya non operasional.
5.2 Aktivitas investasi yaitu arus masuk kas dari pendapatan hibah,

hasil penjualan kekayaan/ investasi jangka panjang dan arus
keluar kas untuk perolehan investasi jangka panjang/ ase ttetap/
asset lainnya.

5.3 Aktivitas pendanaan yaitu arus masuk kas dari divestasi dan
penerimaan utang/ pinjaman serta arus keluar kas untuk
investasi dan pemberian/ pembayaran pinjaman/ utang.

5.4 Kenaikan dan penurunan bersih kas dan setara kas.
5.5 Saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas.

Bab VI PENJELASAN ATAS POSF-POS LAPORAN OPERASIONAL
6.1 | Pos-pos Pendapatan LO yaitu pendapatan iasa layanan, |





pendapatan hibah, pendapatan hasil keijasama dengan pihak lain,
pendapatan APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

6.2 Pos-pos beban:
Beban operasional yaitu beban pelayanan dan beban administrasi
umuin.
Beban non operasional yaitu beban bunga, beban administrasi
bank, beban kerugian penjualan asset tetap, beban kerugian
penurunan nilai, dan beban non operasional lainnya.

6.3 Pos surplus/ deficit tahun berialan,
Bab VII PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

7.1 Pos ekuitas awal
7.2 Pos Surplus/ Defisit-LO pada periode bersangkutan.
7.3 Pos koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas

Bab VIII
7.4 Pos ekuitas akhir.
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
8.1 Pos-pos ast yaitu aset lancar, investasi jangka pendek, investasi

jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya.
8.2 Pos pos kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang.
8.3 Pos ekuitas akhir.

Bab IX INFORMASI TAMBAHAN
Pada bagian ini dijelaskan beberapa informasi tambahan yang tidak
disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka
penyajian secara wajar seperti kontinjensi, komitmen, kejadian penting
setelah tanggal tieraca [subsequent event], serta informasi tambahan lain
apabiladiperlukan. Selain pada Catatan atas Laporan Keuangan,
penjelasan dapat juga dalam bentuk lampiran-lampiran yang merupakan
bagian yang lidak terpisahkan dari laporan keuangan. Lampiran antara
Iain berupn daftar piutang ,daftar persediaan, daftar asset tetap.

Bab X PENUTUP

/Pj. BpÿTIA£EH SINGKILÿ/ÿ-
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LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR \l\ TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KABIJAKAN/
KESALAHAN MENDASAR:

XXX XXX

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
LAIN - LAIN XXX XXX

EKUITAS AKHIR XXX XXX

EH SINGKIL,

MARTHUNIS
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LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR H<( TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BATASAN KAPITALISASI ASET TETAP

No Uraian
Jumlah Harga Lusin/Set/
Satuan (Rp)

1 Tanah Semua harga
2 Peralatari dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat 1.000.000,00
2.2 Alat-alat Angkut an 1.000.000,00
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 600.000,00
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 600.000,00
2.5 Alat-alat Kantor dan RumahTangga

- Alat-alat Kantor 600.000,00
- Alat-alat Rumah Tangga 600.000,00

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 600.000,00
2.7 Alat-alat Kedokteran 600.000,00
2.8 Alat-alat Laboratorium 600.000,00
2.9 Alat Keamanan 600.000,00
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung 20.000.000,00
3.2 Bangunan Monumen 20.000.000,00
4 Jalan, Irigasi dan .Jai ingan, yg terdiri atas:
4. 1 Jalan dan Jernbatan Semua harga
4.2 Bangunan Air/ Irigasi Semua harga
4.3 Instalasi Semua harga
4.4 Jaringan Semua harga
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan Semua harga
5.2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah

raga
Semua harga

5.3 Hewan/Teriiak dan Tumbuhan
a. Hewan Semua harga
b. Ternak Semua harga
c. Tumbuhan Pohon Semua harga
d. Tumbuhan Tanaman Hias Semua harga

6 1 Konstruksi Dalarn Pengerjaan Semua Harga

IPÿlACEH SINGKIL,
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LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR l*i TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERKJRAAN MASA MANFAAT ASET TETAP

MASA
Nomor URAIAN MANFAAT

(TAHUN)
A Peralatan dan Mesin

A. 1 Alat -- alat Besar
1 Alai-Alat Besar Darat 10
2 Alat-Alat Besar Apung 8
3 Alal-alal Bardu 7

A.2 Alat - alat Angkutan
1 Alal Angkutan Darat Bermotor 7
2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2
3 Alat Angkut Apung Bermotor 10
4 AlatAngkut Apung Tak Bermotor 3
5 Alat Angkut Bermotor Udara 20

A.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur
I Alat Bengkel Bermesin 10
2 Alat Eÿengkel Tak Bermesin 5
3 Alat Ukur 5

A.4 Alat Pertanian
1 Alat Pengolahan Pertanian 4
2 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Pertanian
4

A.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 Alat Kantor 5
2 Alat Rumah Tangga 5

Peralatan Komputcr 4
4 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5

A.6 Alat Studio dan Komunikasi
] Alat Studio 5
2 Alat Komunikasi 5
3 Peralatan Pemancar 10

A.7 I Alat-alat Kedokteran
1 Alat Kedokteran 5
2 Alat Kesehatan 5

A.8 AlatLaboratorium
1 Unit-Unit Laboratorium 8
2 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
3 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15
5 Alat I'roteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10

Radiation Aplication and Non Destructive 10

/



Nomor URAIAN
MASA
MANFAAT
(TAHUN)

Testing Laboratory (BATAM)
7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
8 Peraiatan Laboratorium Hidrodinamika 15

A.9 Alat -alat Persenjataan/ Keamanan
1 Senjata Api 10
2 Persenjataan Non Senjata Api 3
3 Amunisi 10
4 Senjata Sinar 5

B Gedung dan Bangunan

B.l Bangunan Gedung
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
o Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
3 Bangunan Menara 40

B.2 Monurnen

— 1
2

Bangunan Bersejarah 50
Tugu Peringatan 50

3 Candi 50
4 Monumen/ Bangunan Bersejarah 50
5 Tugu Peringatan Lain 50
6 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
7 Rarribu-Rambu 50
8 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50

C 1 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
C.l I Jalandan Jembatan

1 Jaian 10
r\ Jembatan 50

C.2 Banguan Air / Irigasi
1
2

Bangunan Air Irigasi 50
Bangunan Air Pasang Surut 50

3
4"

5

Bangunan Air Rawa 25
[Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alarn 10

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air
Tanah

30

6 Bangunan Air Bersih/Baku 40
7 I Bangunan Air Kotor 40
8 Bangunan Air 40

C.3 Instalasi
1
2

Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
Instalasi Air Kotor 30

3 Instalasi Pengolahan Sampah 10
4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
5 Instalasi Pembungkit Listrik 40
6 Instalasi Gardu Listrik 40
l Instalasi Pertahanan 30
8
9

Instalasi Gas 30
Instalasi Pengaman 20

1
0

Instalasi Listrik Lainnya
10

y



MASA
Nomor URAIAN MANFAAT

(TAHUN)
C.4 Jaringan

1 Jaringan Air Minum 30
2 JaringanListrik 40
3 JaringanTelepon 20
4 Jaringan Gas 30

SINGKIL

MARTHUNIS
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LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PR0V1NSI ACEH
NOMOR W TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERKIRAAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASSET TETAP

NO URAIAN JENIS

PERSENTASE
RENOVASI/ RESTORASI/

OVERHAUL DARINILAI
PEROLEHAN

(DILUARPENYUSUTAN)

PENAMBAHAN
MASA

MANFAAT
(TAHUN)

1 Alat Besar
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
>65% 7

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
>65% 6

Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
>65% 6

2 Alat Angkutan
Alat Angkutan
Darat Bermotor

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d. 100% 4

Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor

Overhaul >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1

Alat Angkutan
Apung Bermotor

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 6



Alat Angkutan
Apung Tak
Rcrrrmfor

Renovasi >0% s.d. 25% 1

I >25% s.d 50% 1
ÿ

>50% s.d 75% 1
>75% s.d. 100% 2

Alat Angkutan
Bermotor Udara

Overhaul >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 6
>50% s.d 75% 9
>75% s.d. 100% 12

3 Alat Bengkcl dan
Alat Ukur
Alat Bengkel
Bermesin

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d. 100% 4

Alat Bengkcl Tak
ber Mesin

Renovasi >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% s.d. 100% 1

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d. 100% 3

4 Alat Pertanian
Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1

>21% s.d 40% 2
>51% s.d 75% 5
>75% 7

5 Alat Kantor dan
Rumali Tangga
Alat Kantor Overhaul >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1

I .... - • ......- • - >50% s.d 75% 2
>75% s.d. 100% 3

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d. 100% 3

6 Alat Studio,
Komunikasi dan
Pemancar

/



*

Alat Studio 1 Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 21 >75% s.d. 100% 3

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d. 100% 3

Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d. 100% 5

Peralatan
Komunikasi
Navigasi

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d. 100% 9

7 Alat Kedokteran
dan Kesehatan
Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Kesehatan
Umum

Overhaul >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

8 Alat Laboratorium
Unit Alat
laboratorium

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 4

Unit Alat
laboratorium Kimia
Nuklir

Overhaul >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8

Alat Laboratorium
Fisika

Overhaul >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d. 100% 8
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Alat Proteksi radiasi
/ Proteksi
Lingkungan

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d. 100% 5

Radiation
Application & Non
Destructive Testing
laboratory

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d. 100% 5

Alatiaboratorium
Lingkungaxi Hidup

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d. 100% 4

Peralatan
Laboratorium
Hidrodinamica

Overhaul >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8

Alat laboratorium
Standarisasi
Kalibrasi
Instrumentasi

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d. 100% 5

9 Alat Persenjataan
Senjata Api | Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d. 100% 4

Persenjataan Non
Senjata Api

Renovasi >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 0
>75% s.d. 100% 2
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Alat Khusus
Kepolisian

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2

10 Komputer
Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% a.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2

Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2

11 Alat Eksplorasi
Alat Eksplorasi
Topografi

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d. 100% 3

Alat Eksplorasi
Geoflsika

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5

i
12 Alat Pengeboran

Alat Pengeboran
Mesin

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7

Alat Pengeboran
Non Mesin

Renovasi >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2

13 Alat Produksi
Pengolahan dan
Pemurnian

-Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d. 100% 2

Produksi Renovasi >0% s d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1



>75% s.d.100% 2

Pengolahan dan
Pcmurnian

Overhaul >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8

----
14 AIhI Flmitu

Explorasi
Mat Bantu
Explorasi

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7

Alat Bantu
Produksi

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7

15 Alat keselamatan
Kerja
Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Pelindung ; Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2

Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2

Alat Kerja
Penerbarig

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 6

16 AlatPeraga
Alat Peraga
Pelatihan dan
Percontohan

Overhaul >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.100% 5

17 Peralatan Proses /
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Produksi 1
Unit Peralatan Overhaul
Proses / Produksi

>0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d. 100% 4

18 Rambu-rarnbu
Rambu-rarnbu Lalu
lintas Darat

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d. 100% 4

Rambu-rarnbu
Lalulintas Udara

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 4

Rambu-rarnbu Lalu
lintas Laut

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d. 100% 2

19 Peralatan Olah
Raga
Peralatan Olah
Raga

Renovasi >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d. 100% 2

20 Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
Tempat Kerja

Renovasi >0% s.d. 25% 5

>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d. 100% 50

Bangunan Gedung
Tempat Tinggal

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

21 Monumen
Candi/ Tugu
Peringatan /
Prasasti

Renovasi >0% s.d. 30% 5

i >30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20



22 Bangunan Menara
Bangunan Menara
Perambuan

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

23 Tugu Titik Kontrol /'
Prasasti
Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

1
24 Jalan dan

Jembatan
Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10

Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

25 Bangunan Air
Bangunan Air
Irigasi

Renovasi >0% s.d. 5% 2

>5% s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
>20% 15

Bangunan
Pengairan Pasang
Surut

Renovasi >0% s.d. 5% 2

- >5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10

Bangunan
Pengembangan
Rawadan Polder

Renovasi >0% s.d. 5% 1

>5% s.d 10% 3
>10% s.d 20% 5
>20% 7

Bangunan
Pengaman
Sungai/Pantai &
Penanggulangan
Bencana alam

Renovasi >0% s.d. 5% 1

>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
>20% 7

!



Bangunan
Pengembangan
Sumber air dan
Tanah

Renovasi >0% s.d. 5% 1

>5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
>20% 7

Bangunan Air
Bersih/Air Baku

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

Bangunan Air Kotnr Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

26 Instalasi
Instalasi Air
Bersih/Air baku

Renovasi >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
>65% 13

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
>65% 13

Instalasi
Pengelolahan
Sampah

Renovasi >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
>65% 7

Instalasi
Pengolahan Bahan
Bangunan

Renovasi >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
>65% 7

Instalasi
Pembangkit Listrik

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

Instalasi gardu
Listrik

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
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>45% s.d 65% 15
>65% 20

Instalasi
Pertahanan

Renovasi >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
>65% 7

Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5
| >30% s.d 45% 10

>45% s.d 65% 15
>65% 20

Instalasi Pcngaman Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
>65% 5

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
>65% 7

27 Jaringan
Jaringan air Minnin Overhaul >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
>65% 13

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 5
>45% s.d 65% 10
>65% 12

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
>65% 12
>65% 5

28 Alat Musik
Alat Musik
Modern/Band

Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2

!

/



29 ASET TETAP
DALAM RENOVASI
Peralatan dan
Mesin dalam
renovasi

Overhaul >0% s.d.100% 2

Gedung dan
bangunan dalam
Renovasi

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
>65% 20

Jaringan Irigasi dan
Jaringan dalam
Renovasi

Renovasi/
Overhaul

>0% s.d.100% 5
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